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ABSTRAK 

 

Kehadiran virus Covid-19 di Indonesia telah menimbulkan persoalan pada proses 

persidangan pidana secara fisik di dalam ruang sidang tidak dapat sepenuhnya 

dilakukan. Menyikapi hal ini Mahkamah Agung telah menerbitkan Peraturan 

Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan 

Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik, yang sebelumnya dilakukan di 

ruang sidang pengadilan namun, karena adanya pandemi Covid-19 sehingga 

persidangan dilakukan secara elektronik.  Banyaknya jumlah yang terkonfirmasi 

positif Covid-19 di Kabupaten Sleman mempengaruhi pada pelaksanaan 

persidangan di ruang sidang Pengadilan Negeri Sleman. Selain itu, banyaknya 

perkara yang masuk setiap tahunnya,  sehingga hal ini terjadinya penundaan 

perkara (delay) atau penumpukan perkara (over crowding) di Pengadilan Negeri 

Sleman akibat pandemi Covid-19. Pengadilan Negeri Sleman dituntut agar 

menerapkan persidangan secara elektronik, maka dari itu, penelitian ini ingin 

melihat apakah praktik persidangan perkara pidana di pengadilan secara 

elektronik di Pengadilan Negeri Sleman telah sesuai dengan ketentuan Kitab 

Undang-Undang Hukum Acara Pidana. 

 

Jenis penelitian ini adalah lapangan (Field Research) untuk melihat 

bagaimana persidangan di Pengadilan Negeri Sleman. Penelitian ini bersifat 

deskriptif analisis dengan menggunakan pendekatan yuridis empiris yang 

diperkuat dengan analisis menggunakan deduktif kualitatif. 

 

Hasil penelitian terhadap Administrasi dan Proses Persidangan Perkara 

Pidana di Pengadilan Secara Elektronik menyimpulkan beberapa hal: Pertama, di 

Pengadilan Negeri Sleman dalam mengimplementasikan persidangan secara 

elektronik telah sesuai dengan ketentuan PERMA Nomor 4 Tahun 2020 dan telah 

sesuai sebagaimana yang diatur dalam KUHAP yaitu diantaranya asas sidang 

terbuka untuk umum, asas cepat, sederhana, dan biaya ringan, asas hadirnya 

Terdakwa di pengadilan, asas pemeriksaan hakim yang langsung dan lisan. 

Kedua, dari sisi administrasi perkara pidana secara elektronik di Pengadilan 

Negeri Sleman belum diimplementasikan sebagaimana yang telah diatur dalam 

PERMA.   

 

Kata Kunci: Persidangan Perkara Pidana Secara Elektronik, KUHAP, Covid-

19. 
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ABSTRACT 

 

 

The presence of the Covid-19 virus in Indonesia has caused problems that the 

physical criminal trial process in the courtroom cannot be fully carried out. In 

response to this, the Supreme Court has issued Supreme Court Regulation 

Number 4 of 2020 concerning the Administration and Trial of Criminal Cases in 

Courts Electronically, which was previously carried out in the courtroom due to 

the Covid-19 pandemic so that the trial was conducted electronically. The large 

number of confirmed positive Covid-19 in Sleman Regency affects the 

implementation of the trial in the Sleman District Court courtroom. In addition, 

there are many cases that enter every year, so this is a delay or accumulation of 

cases (over crowding) at the Sleman District Court due to the Covid-19 pandemic. 

The Sleman District Court is required to implement an electronic trial, therefore, 

this study wants to see whether the practice of Electronic court trial in the Sleman 

District Court is in accordance with the provisions criminal procedure code. 

 

This type of research is field research to see how the trial at the Sleman 

District Court is a descriptive analysis using an empirical juridical approach 

which is strengthened by a qualitative deductive analysis. 

 

The results of research on the Administration and Process of Criminal Cases 

in the Court Electronically concluded several things: First, the Sleman District 

Court in implementing the trial electronically was in accordance with the 

provisions of PERMA Number 4 of 2020 and was in accordance with the 

provisions of the Criminal Procedure Code, namely the principle of an open trial. 

for the public, the principle of fast, simple, and low cost, the principle of the 

presence of the defendant in court, the principle of direct and oral examination of 

the judge. Third, in terms of electronic criminal case administration at the Sleman 

District Court, it has not been implemented as regulated in PERMA. 

 

 

Keywords: Electronic Criminal Case Trials, Criminal Procedure Code, 

Covid-19.  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Proses peradilan di Indonesia dilaksanakan secara cepat, sederhana dan biaya 

ringan. Asas ini telah dirumuskan dalam Pasal 4 Ayat (2) Undang-undang Nomor 

4 Tahun 2004 dan Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan 

Kehakiman menggantikan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang 

Kekuasaan Kehakiman. Asas ini menghendaki agar penegakan hukum di 

Indonesia dilaksanakan berdasarkan hak tersangka/terdakwa yang berkenaan 

dengan berbagai tindakan seperti penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di 

persidangan agar dapat memperoleh jaminan mengenai waktu dan biaya.  

Lingkungan peradilan dalam menjatuhkan putusan harus memenuhi empat 

aspek penjatuhan putusan yaitu formil, materiil, penalaran hukum, dan filosofi 

penjatuhan putusan, hal pertama yang dilihat yaitu aspek formilnya. Pengadilan 

negeri di Indonesia memiliki Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana 

(KUHAP). Proses persidangan yang dilakukan di ruang sidang pengadilan antara 

hakim, penuntut umum, penasihat hukum, tersangka/terdakwa dan saksi-saksi 

hadir secara langsung.1 Munculnya pandemi Corona Virus Disease (Covid-19) 

sejak awal tahun 2020 telah menyebar ke seluruh dunia, dan berpengaruh terhadap 

aspek ekonomi, pendidikan, sosial dan budaya, termasuk di dunia peradilan. 

                                                        
1  Umi Falasifah, dkk “Tinjauan Tentang Pembaharuan KUHAP Sebagai Landasan 

Bekerjanya Sistem Peradilan Pidana di Indonesia”, Diponegoro Law Jounal, Vol 5:3, 2016, hlm. 

2. 
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Adanya pandemi ini, institusi pengadilan tidak dapat melaksanakan proses 

persidangan pidana secara fisik yaitu hadir di ruang sidang pengadilan, hal ini 

dikarenakan adanya physical distancing (pembatasan fisik) yang bertujuan untuk 

mencegah terjadinya penyebaran virus Covid-19. Artinya aturan yang sebelumnya 

dalam hal ini Kitab Uundang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) tidak dapat 

diterapkan pada masa pandemi Covid-19, karena adanya perubahan sosial yang 

terjadi di masyarakat, apabila proses persidangan terus dilakukan sedangkan 

penyebaran Covid-19 terus meningkat maka adanya pergesekan dan terjadi 

kekisruhan. Menyikapi hal tersebut perlu adanya aturan baru, apabila ius 

constitutum sebelumnya ialah KUHAP maka untuk menjembatani kekisruhan 

tersebut ialah dengan ius constituendum (aturan baru).  

Menyikapi hal ini Mahkamah Agung, Kejaksaan Agung Republik 

Indonesia, dan Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia membuat 

Memorandum of Understanding (MoU) yang tertuang dalam perjanjian kerjasama 

Nomor 402/DJU/H.01.1/4/2020, Nomor: KEP-17/E/Ejp/04/2020, Nomor: PAS-

08.HH.05.05 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Persidangan Melalui 

Teleconference. Setelah Mahkamah Agung mengeluarkan sejumlah kebijakan 

dalam bentuk MoU dan akhirnya dibuatlah PERMA Nomor 4 Tahun 2020 oleh 

kelompok kerja administrasi dan persidangan perkara pidana di pengadilan secara 

elektronik.2 Maka, dalam PERMA sekalipun apabila terjadinya pergesekan harus 

tetap memperhatikan ketentuan dalam KUHAP. Mengingat dalam ketentuan Pasal 

3 KUHAP merupakan pagar pembatas sebagai “asas legalitas” berlakunya 

                                                        
2 Direktorat Jenderal Peradilan Umum, https://badilum.mahkamahagung.go.id/, akses 20 

Juni 2021.   

https://badilum.mahkamahagung.go.id/
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penerapan KUHAP, yaitu menyebutkan bahwa “Peradilan dilakukan menurut cara 

yang diatur dalam undang-undang ini”, hal ini dapat dimaknai bahwa tidak boleh 

peraturan yang lebih rendah dari undang-undang (dalam arti formil) memuat 

peraturan acara pidana.  

Proses persidangan pidana secara elektronik di Indonesia telah dilakukan 

oleh mantan presiden BJ Habibie pada tahun 2002 silam, yaitu dalam kasus 

penyimpangan dana non-budgeter bulog atas nama terdakwa Akbar Tanjung, 

Mahkamah Agung memberikan izin kepada presiden BJ Habibie untuk 

memberikan kesaksian secara teleconference. Sejak saat itulah pemeriksaan saksi 

dalam proses persidangan secara teleconference semakin banyak diterapkan di 

pengadilan. Ketika melihat proses persidangan secara elektronik yang dilakukan 

di pengadilansaat ini, proses persidangan secara elektronik tidak hanya pada saat 

agenda pemeriksaan saksi, tapi meliputi agenda lainnya. Tahapan persidangan 

mulai dari persiapan persidangan, dakwaan dan keberatan, pemeriksaan saksi dan 

ahli, pemeriksaan terdakwa, pemeriksaan barang bukti, tuntutan, pembelaan, 

replik, duplik, dan putusan serta pemberitahuan putusan dilakukan secara 

elektronik.3  

Oleh karena itu penting untuk melihat bagaimana penerapannya di 

lapangan. Mengingat banyaknya yang terkonfirmasi Covid-19 di Kabupaten 

Sleman telah mencapai 34.431 orang, hal ini berpengaruh pada proses peradilan di 

Pengadilan Negeri Sleman. Selain itu, jumlah perkara yang masuk pada tahun 

2020 mencapai 663 perkara, apabila dibandingkan dengan Pengadilan Negeri 

                                                        
3 Pasal 3. 
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Yogyakarta sebanyak 335 perkara, Pengadilan Negeri Bantul sebanyak 318 

perkara, Pengadilan Negeri Wates sebanyak 228 perkara dan Pengadilan Negeri 

Wonosari sebanyak 180 perkara. hal tersebut ditekankan pada segi efisiensi 

sehingga dalam pelaksanaannya terjadi penundaan perkara (delay) atau 

penumpukan perkara (over crowding) akibat pandemi Covid-19. Maka Pengadilan 

Negeri Sleman dituntut untuk menerapkan PERMA Nomor 4 Tahun 2020 sebagai 

pedoman pelaksanaan administrasi dan persidangan secara elektronik. 

B. Rumusan Masalah 

Dari uraian latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan yaitu 

apakah proses persidangan secara elektronik di Pengadilan Negeri Sleman sesuai 

dengan asas-asas dalam hukum acara pidana? 

C. Tujuan dan Kegunaan 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis apakah administrasi dan persidangan 

perkara pidana secara elektronik di Pengadilan Negeri Sleman telah sesuai dengan 

asas-asas hukum acara pidana. 

Adapun kegunaan yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Secara teoritis, dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat menambah 

keilmuan dan mengembangkan kajian hukum. 

2. Secara praktis, dapat menjadi acuan bagi Pengadilan Negeri Sleman dalam 

meningkatkan pelayanan dan memaksimalkan peraturan yang memberikan 

kemudahan bagi para pencari keadilan. Bagi masyarakat yang masih awam 

mengenai tata cara melakukan pendaftaran online perkara maupun proses 

persidangan secara elektronik, penelitian ini dapat menjadi rujukan yang 
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nantinya bisa dipraktikkan sebagai jalan mempermudah dalam mencari 

keadilan di muka persidangan. Selain itu, bagi peneliti selanjutnya 

penelitian ini juga dapat menjadi rujukan sebagai bahan penelitian, serta 

dapat menambah literatur bagi perguruan tinggi pada umumnya dan 

khususnya bagi mahasiswa syari’ah dan hukum UIN Sunan Kalijaga 

Yogyakarta atau akademisi yang akan melakukan penelitian yang sama. 

D. Telaah Pustaka 

Adapun beberapa literatur yang menjadi dasar pemikiran yang memiliki 

keterkaitan dengan objek penelitian skripsi penyusun dapat dikelompokkan 

menjadi tiga, Pertama, mengenai penerapan aplikasi E-Litigasi dan E-Court. 

Kedua, terkait keabsahan pembuktian pada proses persidangan secara elektronik. 

ketiga, mengenai perkembangan persidangan secara elektronik. 

Mengenai penelitian terkait penerapan aplikasi E-Litigasi dan E-Court 

lebih memfokuskan mengenai penyelenggaraan administrasi perkara perdata 

secara elektronik di Pengadilan dengan memanfaatkan aplikasi E-Litigasi dan E-

Court. Jenis penelitian yang digunakan oleh kelompok pertama menggunakan 

yuridis-empiris dengan melihat Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 

2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik yang telah 

disempurnakan dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 

tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik. 

Hasil penelitian dari Zakiatul Munawaroh bahwa penerapan E-Litigasi dan E-

Court apabila dilihat dari perspektif maslahah mursalah memiliki tujuan ialah 

untuk mewujudkan kemaslahatan manusia dan untuk mendatangkan manfaat dan 
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menolak kemudharatan serta kerusakan bagi manusia itu sendiri.4 Begitupun hasil 

penelitian dari Mira Ade 5 , Hary Djatmiko 6 , dan Muhamad Amin Abdullah 7 

menghasilkan kesimpulan yang sama bahwa dengan menggunakan E-Court dan 

E-Litigasi dalam perkara perdata dapat memudahkan orang yang ingin menuntut 

keadilan di pengadilan dan terwujudnya asas peradilan cepat, sederhana, dan 

biaya ringan.8  

Mengenai penelitian terkait keabsahan pembuktian pada proses 

persidangan secara elektronik lebih fokus pembahasannya pada keterangan saksi 

yang memberikan keterangannya secara elektronik. Jenis penelitian yang 

digunakan Ni Made, Ida Bagus ialah menggunakan penelitian hukum normatif 

dengan pendekatan perundang-undangan, sedangkan jenis penelitian yang 

digunakan oleh Sumbar Pranoto, dkk, menggunakan metode deskriptif analitis. 

Hasil penelitian dari Ni Made, Ida Bagus dapat simpulkan bahwa keterangan saksi 

dalam pembuktian di persidangan secara elektronik ialah legal atau sah sepanjang 

                                                        
4 Zakiatul Munawaroh, “Analisis Maslahah Mursalah Terhadap  Penerapan Aplikasi E-

Litigasi dalam Perkara Perceraian,” Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel 

(2019), hlm. 54. 

5 Mira Ade Widyanti, “Implementasi PERMA Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi 

Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik Tinjau Maslahah (Studi di Pengadilan 

Negeri Bangil),” Skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim 

Malang (2020), hlm. 62.  

6  Hary Djatmiko, Implementasi Peradilan Elektronik (E-Court Pasca diundangkannya 

PERMA Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik,” 

http://download.garuda.ristekdikti.go.id/ akses 11 Maret 2021. 

7  Muhamad Amin Abdullah, “Tinjauan Yuridis Implementasi Pendaftaran Perkara 
Perdata Secara Elektronik Berdasarkan Perma Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara 

di Pengadilan Secara Elektronik (Studi Pada Pengadilan Negeri Pekalongan),” Skripsi Universitas 

Islam Sultan Agung Semarang (2018), hlm. 9. 

8 Mira Ade Widyanti, “Implementasi PERMA Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi 

Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik Tinjau Maslahah (Studi di Pengadilan 

Negeri Bangil),” Skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim 

Malang (2020), hlm. 62.  
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saksi mengucapkan sumpah atau janji terlebih dahulu sebagaimana yang telah 

diatur dalam Pasal 160 Ayat (3) jo Pasal 185 Ayat 7 KUHAP. Dasar 

pertimbangan hakim dalam memeriksa keterangan saksi secara elektronik apabila 

saksi tidak dapat hadir dan keterangannya dibutuhkan untuk membantu mencari 

kebenaran materiil, maka nilai keterangannya sama dengan pemeriksaan saksi 

yang dihadirkan ke pengadilan dalam KUHAP. 9  Hasil penelitian dari Sumbar 

Pranoto, dkk, dapat disimpulkan bahwa dalam pemeriksaan saksi secara elekronik 

dapat menyebabkan keterangan-keterangan yang disampaikan oleh para saksi 

kurang didengar dan/atau dilihat dengan jelas sehingga berpotensi mengaburkan 

fakta yang sebenarnya, dimana tujuan dari persidangan hukum pidana ialah 

mencari kebenaran materiil. Maka dari itu, hal tersebut berpotensi juga terhadap 

keyakinan hakim sehingga berpotensi pula mengaburkan putusan yang seadil-

adilnya.10  

Mengenai penelitian terkait perkembangan persidangan secara elektronik 

pembahasannya lebih fokus pada perkembangan persidangan secara elektronik 

pada situasi pandemi Covid-19 di Indonesia. Jenis penelitian yang digunakan oleh 

Anggita Doramia dan Dian Cahyaningrum dengan menggunakan penelitian 

kepustakaan dengan pendekatan yuridis-normatif. Hasil penelitian keduanya 

menghasilkan  kesimpulan yang sama. Berdasarkan Hasil penelitian Anggita 

Doramia bahwa praktik persidangan secara online atau yang dikenal dengan E-

                                                        
9  Ni Made Rit Meidyana dan Ida Bagus Wyasa Putra, “Keabsahan Saksi Melalui 

Teleconference dalam Sidang Tindak Pidana Korupsi,” Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 7:5 (November 

2018), hlm. 5. 

10  Sumbar Pranoto, dkk, “Pengaruh  Pelaksanaan Sidang Peradilan Pidana Secara 

Elektronik di pengadilan negeri Boyolali”, Jurnal Bedah Hukum, Vol. 4:1 (2020), hlm. 25. 
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Litigasi tidak akan berlaku secara efektif apabila Undang-undang Nomor 8 Tahun 

1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) tidak 

mengalami perubahan. Apabila E-Litigasi diterapkan pada perkara pidana akan 

bertentangan dengan KUHAP. Sementara pada Surat Edaran MA Nomor 1 Tahun 

2020 tidak dianjurkan untuk perkara pidana diperiksa melalui E-Litigasi. Hal 

inilah yang menyebabkan penerapan pelaksanaan persidangan secara online di 

Indonesia tidak dapat berlaku secara efektif, 11  sedangkan penelitian Dian 

Cahyaningrum menambahkan bahwa persidangan secara online membawa 

manfaat untuk memotong interaksi fisik dalam pelayanan publik dan untuk 

mencegah penularan Covid-19 karena para pihak yang terlibat dalam persidangan 

bertemu secara  langsung. Namun, berdasarkan Pasal 3 Ayat (1) Peraturan 

Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 persidangan yang dilakukan secara 

elektronik hanya berlaku untuk jenis perkara perdata, perdata agama, tata usaha, 

dan tata usaha negara. Maka dari itu, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) memiliki 

peran penting untuk mengatasi proses persidangan secara online melalui  fungsi 

legislasi Rancangan Undang-Undang tentang hukum acara untuk mengatur 

persidangan secara online dengan baik.12 

Jenis penelitian yang digunakan oleh Dewi Rahmaningsih menggunakan 

penelitian kualitatif dengan pendekatan sosial-hukum. berdasarkan hasil 

penelitiannya bahwa perkembangan sidang telekonferensi selain menjadi 

                                                        
11 Anggita Doramia Lumbanraja, “Perkembangan Regulasi dan Pelaksanaan Persidangan 

Online di Indonesia dan Amerika Serikat selama Pandemi Covid-19,” Jurnal Crepido, Vol. 2:1 

(Mei 2020), hlm. 44 

12 Dian Cahya Ningrum “Persidangan Secara Elektronik pada Masa Pandemi Covid-19,” 

Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI, Vol. XII:14 (Juli 2020), hlm. 3. 
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kebutuhan selama Pandemi Covid-19 juga dapat dilihat sebagai akumulasi dari 

perkembangan teknologi di bidang informatika.13 

Sebagaimana penyusun telah paparkan di atas perbedaan penelitian 

sebelumnya dengan penyusun ialah persidangan pada perkara pidana. Penyusun 

belum menemukan penelitian tentang proses persidangan secara elektronik 

dengan mengacu pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang 

administrasi dan proses persidangan perkara pidana di pengadilan secara 

elektronik. Oleh karena itu, penyusun mencoba menganalisis pada implementasi 

PERMA tersebut di pengadilan, apakah dapat diterapkan secara efektif dan 

eifisien pada hukum acara pidana. Apabila dilihat dari tujuannya hukum acara 

perdata yang dicari ialah kebenaran formilnya, sedangkan pada hukum acara 

pidana kebenaran yang dicari ialah kebenaran materiilnya. Tentunya pada hukum 

acara pidana apabila dilaksanakan secara elektronik apakah telah sesuai dengan 

KUHAP yang berlaku pada saat ini yang menjamin hak-hak terdakwa di 

persidangan.  

E. Kerangka Teoretik 

1. Teori Kedaruratan 

Kedaruratan menurut Wahbah Az-Zuhaili ialah kondisi bahaya atau kesulitan 

yang amat berat kepada diri manusia, yang membuat akan terjadinya kerusakan 

(dharat) atau sesuatu yang menyakiti jiwa, anggota tubuh, kehormatan, akal, 

harta, dan yang bertalian dengannya. Ketika itu boleh mengerjakan yang 

                                                        
13  Dewi Rahmaningsih,”Membangun Budaya Hukum Persidangan Virtual (Studi 

Perkembangan Sidang Tindak Pidana via Telekonferensi,” Jurnal Pembangunan Hukum 

Indonesia, Vol. 2:3 (2020), hlm. 301.  
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diharmkan, atau meninggalkan yang diwajibkan, atau menunda waktu 

pelaksanaannya guna menghindari kemudharatan.  

Aspek yang terpenting dari adanya kedaruratan  ialah bahwa suatu aturan 

tersebut harus sudah ada bukan masih ditunggu keberadaannya. Kedaruratan yang 

dimaksudkan untuk menunjukan hukum yang boleh dipegang dan boleh pula 

melanggar kaidah-kaidah yang umum dalam menetapkan yang haram dan 

menetapkan yang wajib. Dengan kata lain peraturan perundang-undangan dalam 

hal ini Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) tidak dapat 

diterapkan pada masa pandemi Covid-19 karena dalam KUHAP tidak mengatur 

persidangan pidana secara elektroni, maka, perlu adanya peraturan baru untuk 

mengatur persidangan pidana secara elektronik. 

2. Teori Kepastian Hukum 

Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan 

diundangkan secara pasti karena mengatur secara pasti dan logis. 14  Kepastian 

hukum menurut Sudikno Mertukusumo merupakan kepastian salah satu ciri yang 

tidak dapat dipisahkan dari hukum, terutama untuk norma hukum tertulis. Hukum 

tanpa nilai kepastian akan kehilangan makna karena tidak dapat digunakan 

sebagai pedoman perilaku bagi setiap orang. Keberadaan kepastian hukum 

merupakan sebuah bentuk perlindungan bagi yustisiabel (pencari keadilan) 

terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dan 

dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu.15  

                                                        
14 Cst Kansil, Kamus istilah Hukum (Jakarta: Gramedia Pustaka, 2009), hlm. 385. 

15 Sudikno Mertokusumo, Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum (Bandung: Citra Aditya 

Bakti, 1993), hlm. 2. 
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Kepastian hukum sebagai salah satu tujuan hukum yang berisi keadilan. 

Menurut Gustav Radbruch keadilan dan kepastian hukum merupakan bagian-

bagian yang tetap dari hukum. beliau berpendapat bahwa keadilan dan kepastian 

hukum harus diperhatikan dan harus selalu ditaati, sehingga teori kepastian 

hukum dan nilai yang ingin dicapai ialah nilai keadilan dan kebahagiaan. 16 

Alperdorn mengatakan bahwa kepastian hukum memiliki dua segi yaitu dapat 

ditentukannya hukum dalam hal yang konkret dan keamanan hukum. hal ini 

berarti seseorang yang mencari keadilan ingin mengetahui apa yang menjadi 

hukum dalam suatu hal tertentu sebelum ia memulai perkara dan perlindungan 

bagi para pihak dalam kesewenangan hakim.  

Aspek terpenting dari adanya kepastian hukum ialah perlindungan yang 

diberikan pada individu terhadap kewenangan individu lainnya, hakim, dan 

pemerintah. Merupakan kepercayaan terhadap kepastian hukum yang seharusnya 

dapat dikaitkan individu berkenaan dengan apa yang dapat diharapkan individu 

akan dilakukan oleh penguasa, termasuk kepercayaan terhadap konsistensi 

putusan-putusan hakim atau pemerintah.17  

3. Teori Kemanfaatan Hukum 

Kemanfaatan merupakan hal yang paling utama di dalam sebuah tujuan hukum 

yang bisa terlihat dalam fungsinya sebagai fungsi perlindungan kepentingan 

manusia. Kemanfaatan hukum menurut teori utilistis yaitu salah satunya Jeremy 

Bentham bahwa tujuan hukum dan wujud dari keadilan ialah untuk mewujudkan 

                                                        
16 Achmad Ali, Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofi dan Sosiologi) (Jakarta: 

Tiki Gunung Agung, 2002), hlm. 82-83. 

17 Sudikno Mertokusumo, Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum (Bandung: Citra Aditya 

Bakti, 1993), hlm. 2. 
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the greatest happiness of the greatest number (kebahagiaan yang sebesar-

besarnya untuk sebanyak-banyaknya orang).18 

 Menurut Mochtar Kusumaatmadja tujuan pokok dan dari hukum adalah 

ketertiban, kebutuhan, akan ketertiban ini merupakan syarat pokok (fundamental) 

bagi adanya suatu masyarakat manusia yang teratur. Kemanfaatan hukum 

merupakan asas yang menyertai keadilan dan kepastian hukum. Dalam 

melaksanakan kepastian hukum dan keadilan, sebaiknya dipertimbangkan pada 

kemanfaatan. Dengan demikian, berarti bahwa setiap penyusunan produk hukum 

(peraturan perundang-undangan) seharusnya senantiasa memperhatikan tujuan 

hukum yaitu untuk memberikan kebahagiaan bagi masyarakat, termasuk bagi 

masyarakat dalam menyelesaikan perkaranya di pengadilan. 

4. Teori Sistem Hukum 

Lawrence Meir Friedman menyampaikan sebuat teori sistem hukum (the Theory 

of Legal System) dimana terdapat tiga elemen utama dari suatu sistem hukum 

yang berhasil atau tidaknya penegakan hukum bergantung pada: substansi hukum, 

struktur hukum/pranata hukum dan budaya hukum. Disini penyusun hanya 

menggunakan 1 (satu) elemen dari teori sistem hukum yaitu struktur hukum, 

secara rinci dapat dijelaskan sebagai berikut:  

Struktur ialah salah satu dasar dan elemen nyata dari sistem hukum yang 

merupakan pranata hukum yang menopang sistem hukum itu sendiri, yang terdiri 

dari bentuk hukum, lembaga-lembaga hukum, perangkat hukum, dan proses serta 

                                                        
18 Teguh Prasetyo dan Abdul Halim, Ilmu Hukum dan Filsafat Hukum Studi Pemikiran 

Ahli Hukum Sepanjang Zaman ( Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), hlm. 100. 
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kinerjanya.19  Struktur hukum yang tidak mampu menggerakkan sistem hukum 

akan menciptakan ketidakpatuhan (disobedience) terhadap hukum. Pada dasarnya 

lembaga pembuat undang-undang, pengadilan, penyidikan dan berbagai badan 

yang diberi wewenang untuk menerapkan dan menegakkan hukum.  

F. Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah penelitian 

lapangan (Field Research) yaitu dengan cara mengambil data berdasarkan yang 

dilihat, didengar dan disaksikan oleh penyusun di Pengadilan Negeri Sleman. 

2. Sifat Penelitian 

Sifat penelitian dari penyusunan skripsi ini ialah bersifat deskriptif-analitik, suatu 

penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan fenomena sosial, praktik, dan 

kebiasaan. 20  Deskriptif yaitu untuk memberikan gambaran secara umum 

mengenai perlu ada dan tidaknya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 

2020. Analisis yaitu untuk menjelaskan prosedur administrasi dan persidangan 

perkara pidana di pengadilan secara elektronik dalam praktiknya di Pengadilan 

Negeri Sleman. 

3. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah pendekatan 

yuridis empiris, yakni dengan  melihat praktik di lapangan, kemudian diukur 

dengan ketentuan hukum dalam hal ini Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 

                                                        
19 Lawrence M. Friedman, Sistem Hukum perspektif ilmu sosial (Bandung: Penerbit Nusa 

Media, 2009), hlm. 15.  

20 Kontjaraningrat, Metode Penelitian Masyarakat (Jakarta: Gramedia, 1985), hlm. 19. 
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Tahun 2020 dan dilihat dari asas-asas Kitab Undang-Undang Hukum Acara 

Pidana. 

4. Jenis dan Sumber Data 

a. Data Primer 

Bahan hukum primer yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini berupa 

peraturan perundang-undangan terkait seperti Undang-undang Nomor 48 Tahun 

2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 

tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Peraturan 

Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang administrasi dan persidangan 

perkara pidana di pengadilan secara elektronik, dan diperoleh dari hasil penelitian 

yang dilakukan oleh penyusun di lapangan dengan melakukan wawancara hakim 

dan panitera di Pengadilan Negeri Sleman serta Jaksa di Kejaksaan Negeri 

Sleman. 

b. Data Sekunder 

Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penyusunan skripsi dari berbagai 

literatur berupa buku, jurnal, dan karya tulis lainnya, sedangkan bahan hukum 

tersier yaitu diperolah dari kamus, ensiklopedia, serta sumber lainnya yang 

relevan sesuai dengan tema kajian ini. 

5. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data dalam penyusunan skripsi ini yaitu sebagai berikut:  

a. Observasi 

Metode ini dilakukan secara langsung untuk mengetahui proses administrasi dan 

tahapan persidangan yang dilakukan secara elektronik di Pengadilan Negeri 
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Sleman dalam mengimplementasikan proses administrasi dan persidangan perkara 

pidana di pengadilan secara elektronik kepada hakim Pengadilan Negeri Sleman.  

b. Wawancara (interview) 

Wawancara merupakan suatu bentuk komunikasi verbal melalui percakapan yang 

bertujuan memperoleh informasi. 21  Wawancara yang digunakan adalah 

wawancara bebas terpimpin, artinya Penyusun membawa suatu kerangka 

pertanyaan-pertanyaan untuk disajikan dan diserahkan kepada kebijakan 

pewawancara. 22  Wawancara yang dilakukan oleh penyusun kepada Ibu Siwi 

Rumbar Wigati selaku Hakim di Pengadilan Negeri Sleman berkenaan dengan 

proses persidangan perkara pidana secara elektronik, Bapak Priyadi selaku 

panitera pidana melakukan wawancara mengenai proses administrasi perkara di 

Pengadilan Negeri Sleman, dan Ibu Rina selaku jaksa di Kejaksaan Negeri 

Sleman terkait pelimpahan berkas perkara dan pemanggilan terdakwa. 

6. Analisis Data 

Jenis data yang digunakan dalam menganalisis data ialah dengan penelitian 

kualitatif dari analisis tersebut ditarik kesimpulan dengan metode deduktif. 

Metode deduktif ialah dari prinsip umum ke khusus kemudian ditarik menjadi 

kesimpulan umum, yang merupakan jawaban dari permasalahan yang dibahas dan 

diuraikan secara sistematis, dengan menguraikan secara deskriptif proses 

administrasi dan persidangan di pengadilan secara elektronik menggunakan teori-

                                                        
21 S. Nasution, Metode Penelitian research: Penelitian Hukum (Jakarta: Bumi Aksara, 

1996), hlm. 113. 

22  Sutrisno Hadi, Metode research (Yogyakarta: Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi 

UGM, 1980), hlm. 131. 
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teori yang bersifat umum kemudian dapat dianalisis untuk menghasilkan data 

yang bersifat khusus, dan data tersebut berupa hasil wawancara .  

G. Sistematika Pembahasan 

Untuk memberikan gambaran secara jelas tentang arah dan tujuan dari penelitian 

ini, maka sistematika pembahasan dalam penyusunan skripsi ini adalah sebagai 

berikut:  

Bab pertama, pendahuluan yang di dalamnya terdiri dari Latar Belakang 

Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Telaah Pustaka, 

Kerangka Teori, Metode Penelitian dan Sistematika Pembahasan. 

Bab kedua, membahas konsep dan teori administrasi perkara dan 

persidangan perkara pidana di pengadilan, yang di dalamnya berisi pelaksanaan 

administrasi perkara di pengadilan yang mencakup: kajian hukum acara pidana 

dan asas-asas hukum acara pidana, dasar hukum persidangan perkara pidana 

secara elektronik, proses administrasi dan persidangan perkara pidana secara 

elektronik,  

Bab ketiga, penelitian ini menguraikan data yang telah diperoleh dari hasil 

wawancara dengan Hakim dan Panitera di Pengadilan Negeri Sleman dalam 

menerapkan PERMA Nomor 4 Tahun 2020 tentang administrasi dan persidangan 

perkara pidana di pengadilan secara elektronik di Pengadilan Negeri Sleman, 

meliputi pelaksanaan persidangan perkara pidana secara elektronik dan proses 

administrasi perkara pidana secara elektronik di Pengadilan Negeri Sleman. 

Bab keempat, menjelaskan tentang analisisi hasil penelitian penyusun 

yang kemudian dikaitkan dengan teori yang penyusun gunakan. 



17 
 

Bab kelima, berisi penutup yang di dalamnya terdiri dari kesimpulan yang 

merupakan jawaban dari pokok permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini. 

Selain itu, berisi saran-saran yang diharapkan dapat memberikan manfaat bagi 

masyarakat pada umumnya. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan rumusan masalah dan uraian hasil penelitian sebagaimana yang telah 

dikemukakan oleh penyusun pada bab sebelumnya, maka penelitian ini 

menhasilkan kesimpulan sebagai berikut: 

Apabila dilihat dari ketentuan-ketentuan diatas, Pengadilan Negeri Sleman 

telah mengimplementasikan proses persidangan perkara pidana di pengadilan 

secara elektronik. Terkait dengan persidangan perkara pidana secara elektronik 

terdapat asas-asas yang terdapat dalam ketentuan PERMA Nomor 4 Tahun 2020 

telah sesuai dengan asas-asas yang terdapat dalam KUHAP diantaranya pertama, 

asas terbuka untuk umum yaitu persidangan dapat disaksikan di dalam ruang 

sidang dengan tetap mematuhi protokol kesehatan. Kedua, asas hadirnya terdakwa 

dalam persidangan. Makna hadirnya terdakwa dalam butir 3h penjelasan KUHAP 

diartikan bahwa terdakwa hadir secara langsung ke ruang sidang pengadilan untuk 

diperiksa dan diadili oleh hakim, sedangkan menurut PERMA Nomor 4 Tahun 

2020 makna hadir dapat diartikan dengan kehadiran terdakwa di dalam ruang 

sidang yang dilakukan secara tidak langsung yaitu dengan melalui alat penunjang 

sidang yaitu dengan aplikasi zoom. Akantetapi makna hadir di dalam ruang sidang 

pengadilan dapat juga menjadi hadir secara online/virtual. Ketiga, asas 

pemeriksaan hakim secara langsung dan lisan, dalam persidangan terdakwa 

melalui layar monitor dan posisi terdakwa berada di Lapas. Meskipun 

pemeriksaan yang dilakukan oleh hakim melalui layar monitor namun hakim tetap 
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menyampaikan secara langsung kepada terdakwa. Keempat, asas asas cepat, 

sederhana dan biaya ringan dalam proses persidangan perkara pidana secara 

elektronik yaitu waktu penyelesaian yang tidak berkepanjangan, pemeriksaan 

perkara yang tidak banyaknya formalitas dan waktu penyelesaian yang tidak lama, 

maka biaya yang dikeluarkan pun menjadi ringan dan dapat dijangkau oleh 

masyarakat. Disisi lain terdapat kendala yang terjadi pada saat persidangan secara 

elektronik berlangsung diantaranya jaringan internet. Hal ini dapat diatasi dengan 

cara video call dengan terdakwa mengingat ruang sidang di pengadilan terbatas, 

penuntut umum akan menghubungi pengawal lapas agar terdakwa disidangkan 

melalui video call. Hakim akan meminta persetujuan kepada terdakwa atau 

penasihat hukumnya mengenai persidangan melalui video call. Selain itu, apabila 

adanya gangguan teknis maka persidangan ditunda sementara sampai berakhirnya 

gangguan internet tersebut.  

Proses awal sebelum persidangan ialah dengan melakukan administrasi. 

Proses administrasi perkara secara elektronik di Pengadilan Negeri Sleman belum 

diimplementasikan. Sebagaimana telah dipaparkan di atas bahwa proses 

administrasi perkara pidana terdiri dari pelimpahan perkara oleh jaksa ke 

pengadilan, penomoran, dan pemanggilan. Tekait dengan pelimpahan perkara, 

jaksa melimpahkan berkas perkara ke pengadilan yang memuat surat dakwaan 

beserta barangbukti, kemudian kepaniteraan pidana mencatat nomor perkara 

sesuai dengan urutan dalam buku register dan melakukan penetapan hakim yang 

memuat hari, tanggal, jam, dan tempat pelaksanaan sidang. Penuntut umum dapat 

memanggil terdakwa 3 (tiga) hari sebelum persidangan dilaksanakan melalui surat 
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panggilan yang diberikan kepada pengawal tahanan dan disampaikan kepada 

tersangka/terdakwa. 

B. Saran  

Lahirnya PERMA Nomor 4 Tahun 2020 sudah tepat untuk mengisi kekosongan 

hukum dan telah memberikan solusi terhadap permasalahan proses persidangan 

pidana secara elektronik pada masa pandemi Covid-19. Dibentuknya PERMA 

ialah sebagai langkah pembaharuan peradilan di masa yang akan datang, hal ini 

menjadi penting agar dibentuk sebuah ius constituendum oleh pemegang 

kekuasaan legislatif di Indonesia berupa pembaharuan Kitab Undang-Undang 

Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP) yang mengakomodir ketentuan 

persidangan pidana secara elektronik. Dengan dimasukannya ketentuan 

persidangan secara elektronik ke dalam RUU KUHAP diharapkan dapat 

memenuhi kebutuhan hukum masyarakat yang selalu mengiuti perkembangan 

zaman. Selain itu, dapat meujudkan salah satu asas hukum acara pidana yaitu asas 

cepat, sederhana, dan biaya ringan di setiap lingkungan peradilan di Indonesia.  
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